SALINAN

BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG

KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI RINGSEWU,

bahwa sctinp warga negara dan masyarakat
Indonesia, termasuk para Penyandang Disabilitas
mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak
asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara
Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil
dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di
Kabupaten Pringsewu hidup dalam kondisi rentan,
terbelakang, danfatau miskin disebabkan masih
adanya pembatasan, hambatan, kegulitan, dan
pengurangan atau penghilangan hak penyandang
disabilitas;

bahwa sampai saat ini Kabupaten Pringsewn
belum memiliki aturan mengenai Kesejahteraan
Penyandang Disabilitas;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimmaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
petlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Pringsewu tentang Kesejahteraan Sosial Bagi
Penyandang Disabilitas;

Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistern Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu IDi Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
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Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang
Kcsejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang -
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor ©9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5871);

Peraturan Pemernintah Nomor 39 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Kescjahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5294);

Peraturan Pemerintah Nomor 352 Tahun 2019
tentang Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial Bagi
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun

- 2019 Nomor 138, Tambahan I.cmbaran Negara

10.

Nomar 6368}

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019
tentang  Perencanaan, Penyclenggaraan, dan
Evaluasi terhadap Penghormatan, Perbindungan,
dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
(Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 184,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6399);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
20135 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesta Tahun 2015

.. Nomor 2030), sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomeor 157);



11.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017
tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas {Berita Negam Republik
Indoensia Tahun 2017 Nomor 790);

12, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10

Tabhun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan
Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Tabun 2013 Nomer 10,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung
Nomor 391).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PRINGSEWU
dan
BUPATI PRINGSEWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN
' ' SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS.

BAB [
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

" Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Pringsewts

Pemerintah Daerah adalah Bupati bescrta perangkat
daerah sebagai unsur penyelengpara Pemerintah
Daerah. : '

Bupati adalah Bupati Pringsewu.

Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten
Pringsewnn  yang  menyelenggarakan — urusan
pemerintahan di bidang sosial.

Perangkat Dacrah yang selanjutnya disingkat PD
adalah Perangkat Dacrah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pringzsewu.

Kescjahteraan adalah kondizi tcrpenuhinya
kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga
negara agar dapat hidup layak dan mampt
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan
fungsi sosialnya.



- 7.

8.

9.

10.

11.

12,

Penyandang Disahilitas adalah setiap orang yang
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang
dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat
mengalami hambatan dan kesulitan untuk
berpartizipasi secara penuh dan efektif dengan
warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Aksesibilitas adalah kemudah:n yang disediakan
untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan
kesamaan kesempatan,

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang
selanjutnya disebut Rehabilitasi Sosial adalah
proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk
memungkinkan Penyandang Disabilitas mampun
meclaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam
kehidupan masyarakat.

Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang
sclanjutnya disebut Perlindungan Sosial adalah
semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan
menangani resiko dart guncangan dan kerentanan
sosial agar kelangsungan hidup Penyandang
Disabilitaz dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan
dasar minimal_

Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk .
menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas
dalam bentuk penumbuhan iklim dan .
pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh
dan berkembang menjadi individu atau kelompok
Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang
selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema
yang melembaga wuntuk menjamin  sehwruh
Penyandang - Disabilitas agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak, i

13.Lembaga di Bidang Kesejahteraan  Sosial

14,

Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut
Lembaga adalah lembaga untuk melaksanakan
Rehabilitasi Sosial.

Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya
disingkat LKS adalah organisasi sosial atau

. perkumpulan = sosial yang melaksanakan

penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk
olech masyarakat, baik yang berbadan hukum
mauvpun yang tidak berbadan hukum,

Pasal 2
Penyclenggaraan Kescjahteraan Sosial Bagi Penyandang
Disabilitas bertujuan:
. & memenuhi  kebutuhen  dasar  Penyandang

Disabilitas;



b. menjamin pelaksanaan fungsi sosial Pen}randang
Disalahitas;

c. merungkatkan Kesejahteraan yang bermartabat
bagi Penvandang Disabilitas; dan

d. mewujudkan masyarakat inklusi.
Pasal 3

Penyelenggaraan Kescjahterapn Penyandang Disabilitas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Tharus
memperhatikan ragam, kebutthan, dan derajat
kerentanan Penyandang Disabilitas.

Pasal 4

(1) Bupati  wajib  melakukan penyelenggarasn
Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

{2) Penyelenggaraan Kesejahteraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Rehabilitasi sosial;

b. jaminan sosial;

€. pemberdayaan sosial; dan
d. perlindungan sosial,

BABII
HAK DAN KEWA.JIBAN
Pasal 5
Hak Penyandang disabilitas :
a. hidup;
b. bebas dari stigma;
C. privasi;
d. keadilan dan perlindungan hukum; -
e, pendidikan; _
. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
g kesechatan;
h. politk;
i. keagamaan;
J- keolahragaan;
k. kebudayaan dan pariwisata;
1. kesejahteraan sosial; .
m. aksesibilitas; g

n. pelayanan publik;



0. pelindungan dan bencana;

p. habilitasi dan rehabilitasi;

q. konsesi;

r. pendataan;

8. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam
masyarakat;

t. berekspresi, herkomunikasi, dan memperoleh
informasi;

u. berpindah tempat dan kewargancgaraan; dan

v. bebas dari tindakan disloriminasi, penelantaran,
penyiksaan, dan eksploitasi.

Pasal 6

Kewajiban Penyandang disabilitas :

a. dalam menjalankan haknya penyandang disabilitas
wajib tunduk pada  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

b. setiap pcnyémdang disabilitas wajib menghormati
hak asasi manusia orang lain dalam tertib

kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

Pasal 7
(1) Bupati wajib menjamin akses bagi Penyandang
Jaminan Sosial, Pemberdayaan sosial, dan
Perlindungan Sosial.
(2) Akses scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
bermanfaat bagi Penyandang Disabililas.

BAB Il
REHABILITASI SOSIAL

Bagian Kesatu

Umtirn

Pasal 8

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (2) hurif a dimaksudkan untuk memulihkan dan
mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas
. yang rmengalami disfungsi sosial agar dapat
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar,



Pasal 9
Sasaran Rehabilitasi Sosial ditmjukan kepada:
a. Penyandang Disabilitas;
b. keluarga Peniyandang Disabilitas;
¢. kelompok Penyandang Disabilitas; danfatau
d. komunitas Penyandang Disabilitas.

_ . Pasal 10 _ _

(1} Rehabilitasi Sosial yang ditjjukan kepada sasaran .
sebagaimana dimalesud dalam Pasal 9 d]laksanakan
secara persuasif, motivatif, dan koersif, '

{2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana d.lmaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh keluarga, masyarakat,
lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1} Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara
persuasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) berupa ajakan, anjuran, dan hirmbauan agar
Penyandang Disabillitas atau kelompok Penyandang -
Disabilitas bersedia  terlibat dalam  Rehabilitasi
Sosial. . N

(2) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara -
motivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 -
ayat (1) berupa dorongan, pemberian semangat,
pujian, danfatau penghargaan agar Penyandang
Disghilitas atau kelompek Penyandang Disabilitas
terlibat dalarn Rehabilitasi Sosial,

(3) Rchabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersil
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 avat ({1}
berupa tndakan pemaksaan olch pckeja sosial
profesional danfatau tenaga kesejahteraan sosial
terhadap Penyandang Disabilitas dalam kondisi
tertentu dalam proses Rchabilitasi Sosial.

(4) Tindakan koersif sebagaimana dimaksud pada avat
(3) dilakukan - sebagai upaya terakhir  demi
kepentingan terbaik bagi Penyandang Disabilitas
dengan memperhatikan ragam, kebutuhan, dan
derajat kerentanan Penyandang Disabilitas, serta
penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pazal 12

{1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 merupakan Rehabilitasi Sosial dasar.



{2} Rehabilitasi Sosial dasar sebagaimana - dimaksud
pada ayat (1) merupakan upaya yang dilakukan
untuk memulihkan keberfungsian sosial
Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang
Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas,
dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang
dilak=anakan di dalam dan di luar panti.

(3} Rehabilitasi Sosial dasar sebagairmana dimaksud
dalam ayat {1} menjadi tanggung jawab Bupati.

Pasal 13

Rehabilitasi Sosial dasar sebaga.lmana d:maksud dalam
Pasal 10 ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan
Penyandang Disabilitas berdasarkan asesmen pekerja
sosial professional dan/atau tenaga kesejahteraan
sosial.

Pasal 14

(1) Rehabilitasi Sosial diberikan kepada Penyandang
Disabilitas yang telah terdaftar dalam data nasronal
Penyandang Disabilitas,

(2) Dalam hal Penyandang Disabilitas yang akan
diberikan Rehabilitasi Sosial belum terdaftar dalam
data nasional Penyandang Disabililas scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), Rehabilitasi Sosial dapat
diberikan bersamaan dengan proses pendafitaran
dalam data nasional Penyandang Disabilitas.

{3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan scsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Penyandang Disabilitas melakukan pendaftaran
dibantu clch Pemerintah Daerah agar terintegrasi
kedalam data nasional Penyandang Disabilitas.

: . Bagian Kedua
Bentuk Rehabilitasi Sosial
Pasal 15
Rehabilitasi Sosial dilakukan dalam bentulc
a. motivasi dan diagnosis psikososial;
b. perawatan dan pengasuhan;
c. bimbingan mental spiritual;
d. bimbmgan fisik; _
e. bimbmgan sosial dan konseling pmkasoma] -



1

1)

(2)

3)

(4)

(S)

(1)

@

(3}

pelayanan Aksesibilitas;
bantuzan dan asistensi sosial;
bimbingan resosialisasi;
bimbingan lanjut; dan/atau
rujukan. -

Pasal 16
Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 hurul a merupakan upaya
yang dilakukan untuk menyiapkan Penyandang
Disabilitas mengikuti Rehabilitasi Sosial dan
memahami permasalahan psikososial Penjrandang
Disabilitas. :

Motivasi sﬂbagaimana dimaksud pada a};ﬂt (1
dilakukan dengan cara mengajek, mendorong, dan
mengarahkan Penyandang Disabililas agar bersedia
mengikuti proses Rehabililasi Sosial.

Mouvasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau
tenaga kesejahteraan social kelompok sesama
Penyandang Disabilitas.

Diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} dilakukan setelah melaksanakan asesmen
terhadap aspek fisik, psikologis, sosial, spiritual,
dan kultural dari Penyandang Disabilitas dan
kelompok Penyandang Disabilitas.

Diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud pada
ayat {4) dilakukan olch pekerja sosial profcsional
dan/atau tenaga kesejahleraan sosial

Pasal 17

Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf b merupakan upaya untuk
menjaga, melindungi, merawat, dan mengasuh
Penyandang Disabilitas.

Pcrawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dilalukan dengan cara memberikan
perlindungan khusus,

Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan oleh keluarga Penyandang
Disabilitas atau keluarga pengganti dengan
didampingt olch pekerja sosial profesional atau
tenaga kesejahteraan sosial dan teknis. .



o))

2)

(3)

o))

2)

3

(1)

(2)

3

{4)

Pasal 18 :

Bimbingan mental spiritual scbagaimana dimak=ud
dalam Pasal 15 huraf ¢ merupakan kegiatan untuk
menguatkan penerimaan dir Penyandang
Disabilitas atas kondisi kedisabilitasannya. _
Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa pemberian pengetahuan
tentang keimanan sesuai dengan agama - atau
kcpercayaml yang dianut.

Bunbmgan mental spiritual sebagaimana dmaksud .
pada ayat (2) dilakukan olch pembimbing menta] ;
spiritual. '

Pasal 19 L
Bimbingan fisik secbagaimana dimaksud dalam Pasal -
15 hurufl d mermpakan aktvitas yang dilakukan
agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan
kegiatan sehari-hari.
Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) dilakukan dengan cara meningkatkan kemauan
dan kemampuan berperilaku hidup sehat serta
melatih  keterampilan  hidup sehari-hari  dan
merberikan alat bantu.

Bimbingan fisik schagaimana dimaksud pada ayat

[2) dilakukan oleh pr:kclja sosial profesional.

. Pasal 20
Bimbingan sosial dan konscling psikososial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e
merupakan kegiatan untuk menumbuhkan rasa
percaya diri dan kemampuan penyesuaian dind
Penyandang Disabilitas dalam lingkungan, keluarga,
dan masyarakat.

Bimbingan sosial dan konseling psikososial
sebagaimana dimaksud pads ayat {1) dilakukan
dengan cara konsultasi, pertemuan keluarga, dan
pelibatan dalam kegiatan masyarakat.

Bimbingan sosial dan konseling psﬂmsnsml- :
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dilakukan oleh
pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan
Bimbingan sosial dan  konseling psikososial -
scbagaimana dimaksud pada ayat (2] dapat
melibatkan sesama Penyandang Disabilitas.



Pasal 21

(1) Pelayanan Aksesibilitas scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf f merupakan penyediaan
. kemudahan bagi Penyandang Disabilitas dalam
Rehabilitasi Sosial guna mewnjudkan kesamaan hak
dan kesempatan.

(2} Pelayanan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan cara penataan
Ingkungan fisik dan nonfisik,

(3) Pelayanan Aksesibilitas scbagaimana dimaksud
pada ayat (2] dilakukan oleh Bupati.

Pasal 22

(1} Bantuan dan asistensi sosial scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf g merupakan upaya
yang ditujukan kepada Penyandang Disabilitas yang
mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar
dapat hidup secara wajar.

(2) Bantuan «dan asistensi sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan cara
pemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa.

(3) Bantuan dan - asistensi sosial scbagaimana
dimaksud pada ayat (2} dilakukan olch Bupati.

Pasal 23

(1) Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf h merupakan kegiatan untuk
mempersiapkan Penyandang  Disabilitas dan
kelompok Penyandang Disabilitas untuk dapat
berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat.

(2) Bimbingan resosialisasi scbagaimana dimaksud
pada ayat (1} dilakukan dengan cara melaksanakan:
a. bimbingan kesiapan Penyandang Disabilitas dan

kelompok Penryandang Disabilitas;

b.bimbingan kesiapan keluarga Penyandang
Disabilitas dan lingkungan masyarakat;

¢. bimmbingan sosial hidup bermasyarakat; dan

d. pemantapan dan penyaluran,

(3) Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan olch pekerja sosial
profesional atau tenaga kesejahteraan sosial.

(4) Bimbingan resosialisasi sehagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pada Rechabilitasi Sosial
lanjut. :



(1)

2

Pasal 24

Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 huruf i merupakan kegiatan pemantanan,

evaluasi, dan peulant.apan kemandirian Penyandang

Disahilitas.

Bimbingan lanjut schag;ajm.ana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan cara:

a. memantan - perkembangan  kesehatan dan
perubahan perilaku Penyandang Disabilitas;

b. memantann aktivitas Penyandang Disabilitas
dalam keluarga Penyandang Disabilitas atau
keluarga pengganti dan komunitas Penyendang
Disabilitas;

c. melakukan konsultasi keluarga mengenai kendala
yang terjadi dan upaya penanganannya;

d.memantau  dukungan atau peran  tokch

(3)

(4)

(1)

2

(3)

(4)

masyarakat dan lingkungan; dan/fatau
€. memantau perkembangan Penyandang Disabilitas
dalam bekerja atau berwiransaha.
Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) dilakukan oleh pekerja sosial prolesional atau
tenaga kesejahteraan sosial, '
Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan pada Rehabilitasi Sosial lanjut.

Pasal 25

Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf j merupakan pengalihan layanan kepoada
pithak lain agar Penyandang Disabilitas mempercleh
layanan lanjutan dan/fatau layanan yang scsuai
dengan kebutuhan.

Rujukan schagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara:-

a. mengidentifikasi masalah dan  kebutuhan
Penyandang Disabilitas ;

b. mengidentifikasi layanan rujukan yang sesuai
dengan masalah dan kebutuhan Penyandang
Disabilitas; dan

¢. menghubungi dan menyerahkan kepada lembaga
penerima rujukan.

Rujukan sebagaimana . dimaksud pada ayat (2} -

dilakukan oleh . pekerja sosial profesional atau

Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

dilakukan pada Rehabilitasi Sosial dasar dan

Rehabilitasi Sosial lanjut.



Pasal 26

Tahapan dan Tata Cara Rehabilitasi Scsial lebih lanjut
#kan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
JAMINAN SOSIAL

Pasal 27

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) buruf b dimaksudkan untuk menjamin
Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah
ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan
dasarnya terpenuhi.

Pasal 28
Sasaran Jaminan Sosial ditujukan kepada Penyandang
Disabilitas:
a. miskin; atau
b. yang tidak memiliki penghasilan.

_ Pasal 29
(1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 diberikan dalam bentuk asuransi Kesejahteraan,
bantuan langsung berkelanjutan dan bantuan
khusus,

(2) Jaminan Sosial scbagaimana dimaksud pada ayat
{1) diberikan olch Bupati.

{3) Asuransi Kesejahterasan Sosial, bantian langsung
berkelanjutan, dan bantuan khusus scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan data,
nasional Penyandang Disahilitas.

{4) Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus terintegrasi dengan
data terpadu penanganan fakir miskin dan orang
tidak mampu.

Pasal 30

(1) Asuransi  Kescjahteraan Sosial  scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)} diberikan dalam
bentuk bantuan jiuran Jaminan Sosial.

(2) Bantuan iuran Jaminan Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraiuran perundang-undangan
mengenai sistem jarninan sosial nasional.



(1)

)

3)

(4)

(3}

(1)

)

3)

(4)

Pasal 31

Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diberikan kepada
Penyandang Disabilitas miskin atan tidak memiliki
penghasilan yang kebutuhan hidupnya bergantung
sepenuhnya kepada orang lain.
Bantuan langsung berkelanjutan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1} diberikan dalam bentuk:
a.uang tunai bagi Penyandang Disabilitaa yang
berada dalam keluarga dan masyarakat; atau
b. pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang
berada dalam institusi sosial.
Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana
dirnaksud pada ayat {1) dapat diberikan secara terus
menerus seumur hidup. _
Pemberian bantuan langsung  berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.
Pemberian  bantuan  langsung  berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampal dengan
ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pasal 32
Banluan khusus sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat {1) mencakup:
a. pelatihan;
b. konseling;
C. perawatan sementara; atan
d. bantuan lain yang berkaitan.
Pelatthan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dalam bentulc
a. pelatihan keterampilan hidup; atau
b. terapi okupasi.
Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan upaya untuk meningkatkan
kepercayaan diri Penyandang Disabilitas agar dapat
menerima kondisi diri, mengevaluasi kelemahan,
dan  belajar mengatasinya sehingga  dapat
meningkatkan keberfungsian sosial.
Perawatan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf ¢ merupakan upaya untuk menjaga,
merawat, dan melindungi Penyandang Disabilitas
yang bersifat sementara.



(S) Bantuan lain yang berkaitan scbagaimana dimaksud
pada ayat {1} huruf d terdiri atas pelayanan
kesehatan, penyediaan alat bantu, dan/atau
pendidikan sesuai dengan ketenfuan peraturan
perundang-undangan.

{6) Ketentuan lebih lanjut mengenal syarat dan tata
cara pemberian bantuan khusus aebagaunana
dimaksud pada ayat (1) buruf a sampai dengan
huruf ¢ diatur dengan Peraturan Bupati.

BABYV
PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33
Pemberdayaan sosial scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf ¢ bagi Penyandang Disabilitas
dimaksudkan untuk memberdayakan Penyandang
Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya
secara mandin.

Pasal 34

(1) Sasaran Pemberdayaan sosial ditujukan kepada
Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang
Disabilitas, dan kelompok Penyandang Disabilitas.

{2) Pemnberdayaan sosial sebagaimsana dimaksud pada -
ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan
berdasarkan hasil asesmen pekerja  sosial
profesional

(3} Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) dilaksanakan berdasarkan data nasional
Penyandang Disabilitas.

Pasal 35

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 dilakukan cleh Bupati melalui;

& peningkatan kemauan dan kemampuan,;
"b. penggalian pﬁtr:nsi dan sumber daya;
¢. penggalian nilai dasar;
d. pemberian akses; dan/atau
pemberian bant_lm. usaha,



Pasal 36

Peningkatan kemauan dan kemampuan sebagaimann
dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan dengan
cara:

a. peningkatan keinginan dan pemberian tanggung |
jawab bagi Penyandang Disabilitas; :
b. peningkalan = kompetensi melalui pendidikan,
pelatihan,  bimbingan teknis, - dan/fatau
keterampilan bagi Penyandang Disabilitas; dan .
C. peningkatan peran dan partigipasi Penyandang
Disabilitas dalam pembangunan sosial, politik, -
ekonomi, budaya, dan agama,

Pasal 37

Penggalian potensi dan sumber daya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 hurufl b dilakukan dengan
cara:

a. identilikasi potensi dan sumber daya Penyandang
Disabilitas yang dilakukan oleh pekega sosial
profcsional, tenaga kesejahteraan sosial, atau
relawan sosial; dan

b. asesmen potensi dan sumber daya Penyandang °.
- Disabilitas yang dilakukan oleh pekerja sosial -
profesional atau tenaga kesejahteraan sosial. '

Pasal 38 .
Pengpalian nilai dasar schagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 huruf ¢ dilakukan dengan cara:

a. penelitian terkait nilai dasar yang hidup di
masyarakat untuk mendorong  partisipasi
masyarakat dalam Pemberdayaan sosial
Penyandang Disabilitas; dan

b. dialog dan diskusi dengan masyarakat lokal terkait
dengan peningkatan pemahaman penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 39 o
Pemberian akses scbagaimana dimaksud dalam Pasal .
33 hunuf d dilakukan dengan cara memberikan akses di
bidang: .

a. pendidikan;

b. kesehatan;

¢. sosial; .

d. ketenagakerjaan; danfatau

e. ckonomi.



Pasal 40

Pemberian bantuan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 huruf e dilakukan dengan cara-
memberikan: '

a. fagilitasi ke lembaga keuﬁngan;

b. bimbingan - teknis manajemen keuangan dan
pemasaran; d_anfatau

c. bimbingan tﬂ_krﬁs pengelolaan keuangan.

Bagian Kedua
Bentuk
Pasal 41

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 diberikan dalam bentuk:

a. diagnosis dan pemberian motivasi;

b. pelatihan dan pendampingan;

pemhcﬁér_l stimulan;

peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
penguatan kelembagaan dan kemilraan; dan
bimbingan lanjut.

I T

: Pasal 42

{1} Diagnosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
huruf a dilakukan dengan cara  mengambil
kesimpulan dari hasil asesmen.

(2) Pemberian motivasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 bhuruf a dilakukan dengan cara
memberikan bimbingan dJdan motivasi untuk
mendukung penumbuhan iklim dan pengembangan
potensi Penvandang Disabilitas,

Pasal 43

(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
huruf b dilakukan dengan cara memberikan:

Aa. ketefampﬂan;
b. akses pemagangan di perusahaan; dan/atau

¢. bimbingan teknis pengembangan usaha dan
penggunaan teknologi sesuai dengan minat dan
potensi sumber daya.



(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 huruf b dilakukan dengan cara memberikan:

a. pendampingan psikososial; dan/atau
b. pendampingan kerja.

(3) Pelatihan dan  pendampingan  sebagaimana -
dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2) diberikan
sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas
dan mempertimbangkan hasil aseamen pekeria
sosial profesional atau tenaga kescjahteraan social .
agar dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri.

Pasal 44
Pemberian stimulan sebagaimana dimsksud dalam
Pasal 41 huruf c dilakukan dengan cara membantu
modal usaha dalam bentuk uang, barang, dan/atau
akses produksi dan pemasaran dengan syarat yang
mudah dan bersifat sementara sampai Penyandang
Disabilitas mandiri

Pasal 43

Peningkatan akses pemasaran hasil usaha scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dilakukan dengan
cara: '
a. memfasilitasi pameran produk unggulan;
b. bimbingan danfatau pelatihan manajemen
pemasaran; |
c. memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;
d. pengenalan produk/promosi pengenalan barang
produk dalam negeri;
€. sosialisasi gagasan dan penemuan baru serta
kermudahan urusan hak kekayaan intelektual;
f. gelar karya danfatau demonstrasi produk;
danfatan
g memberikan kemudahan jalur distribusi produk.

Pasal 46

Penguatan kelembagaan dan kemitraan sebagaimana °
dimaksud dalam Pasal 41 huruf e dilakukan dengan
cara:

a. memberikan bimbingan dan pelatihan manajemen

b. membangun - jaringan antarkelembagaan dan
kemitraan untuk memperkuat Pemberdayaan
sosial;

c. advokasi peran lembaga dan kemitraan:



d. memberikan sosialisasi kepada lembaga, dunia
usaha, dan mitra untuk membangun semangat
kcgotongroyongan dan kemitraan sosial; danfatau
melakukan supervisi dan evaluasi.

_ Pasal 47
Bimbingan lanjut sebagamimana dimaksud dalam Pasal
41 huruf f dilakukan dengan cara:
a. memberikan layanan konsultasi;

b. melalukan pemantauan dan evaluasi terhadap
pcrkembangan usaha; dan/fatau

¢. melakukan pemberian bhnﬁhlgan dan
pecmantapan. - :

BAB VI
PERHNDUNGAN BSOSIAL

Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam
~ Pasal 4 ayat (2} huruf d dimaksudkan untuk mencegah -
dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan
sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang
Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau
komunitas Penyandang Disabilitas agar kelangsungan
hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan
dasar mmlmaL :

Pasal 49 .
Sasaran Perlindungan Sosial - ditupukan kepada
Penyandang - Disabilitas, keluarga = Penyandang
Dasabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas,
dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas ~ yang
berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara
tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosal,
ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

Pasal 50
Perlindungan Sosial scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 dilakukan oleh Bupati melalui-
a. bantuan sosial;
b. advokasi sosial; danjatau
¢. bantuan hukum.



Pasal 51

(1) Bantuan sosial scbagaimana dimaksud dalam Pasal
50 huruf a diberikan kepada Penyandang
Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas,
kelompok Penyandang  Disabilitas, dan/fatau

. komunitas Penyandang Disabilitas yang mengalami

~ risiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam
bentule

a. bantuan langsung;
b. penyediaan Aksesibilitas; dan/atan

c. penpguatan kelembagaan.

(3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
dengan  memperhatikan  kebutubhan . spesifik
perempuan, anak, dan lanjut usia.

Pasal 52

(1) Bantuan sosial yang  bemsifat sementara
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat {2]
diberikan pada saat terjadi risiko =sosial sampai
keadaan stabil. _

- {2} Bantuan sosial yang Dbersifat = berkelanjutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat [2)
diberikan sctelah bantuan sementara dinyatakan
sclesai.

{3) Bantuan =osial yang bersifat berkelanjutan
schagmmana dimaksud pada ayat {2) diberikan
sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal

secara wajar yang ditetapkan oleh Menteri atas
rekomendasi Bupati sesuai kewenangannya.

{4) Pemberian  bantuan  sosial yang  bersifat
berkelanjutan sebagrimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan
negara.

Pasal 53

Bentuk bantuan langsung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (2} huruf a berupa:

a. sandang, pangan, dan papan;

b. pelayanan kesehatan;

¢. pelavanan pendidikan;

d. penyediaan tempat penampungan sementara;

e. pelayanan terapl pmkosusla] di rumah
perlindungan;

f. uang tunai; .



g raang khusus atau bilik khusus bagi pasangan |

suami istri; .
h. keringanan biaya pengurusan dokumen
kependudukarn dan kepemilikan;

i. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi
yang schaf;

J- alat bantu; dan/atau

k. penyediaan pemakaman.

Pasal 54 :

Bentuk penyediaan Aksesibilitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dilakukan
dengan:

a. melakukan rujukan;

b. mengadakan jejaring kemitraan:

¢. menyediakan fasilitas; danfatau

d. menyediakan informasi.

Pasal 55

Bentuk  penguatan  kelembagaan sebagaimana
~ dimaksud dalam Pasal 50 ayat {2} huruf ¢ dilakukan
dengan: . '
a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
" b. melakukan supervisi dan  evaluasi terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga;
¢. melakukan pengembangan sistem;
d. memberikan bimbingan dan pengembangan
sumber daya manusia; dan/atau .

€. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan
kelembagaan,

Pasal 56

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat {2) dapat diberikan secara langsung atau melahgi
LKS.

~ Pasal 57

(1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
47 huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan
membela  Penyandang  Disabilitas, keluarga
Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang
Disabilitas, danfatau komunitas Penyandang
Disabilitas yang dilanggar haknya

(2} Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan
kewgjiban, pembelaan, dan pememihan hak.



(3) Penyadaran - hak dan kewajiban sebagannana
dimaksud pada ayat {2} dilaksanakan dtﬂgﬂn
a. penyuluhan; :
b. pcmberian.infonnasi; dan/atau
c. diseminasi.

(4) Pembeclaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dengan:
a. pendampingan dalam pemenuhan hak; danfatau
b. bimbingan.

(9) Pemenuhan hak sebagaimana dmaksud pada a]rat
(2) dilaksanakan dengan: _

a. pemberian layanan khusus; danfatau

b. pemulihan hak yang dilanggar. |

Pasal 58

{1) Bantuan hukum scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 humf ¢ diselenggarakan unink mewakili
kepentingan Penyandang Disabilitas yang
menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas
hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan,

(2) Bantuan hukum sebagalmna dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VIl
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 59

(1) Masyarakat dapat  berperan serta . dalam
penyclenggaraan Kesejahteraan Sosml hagi
Penyandang Disabilitas. '

{2) Peran serta masyarakat sebagajmana dlmaksud
pada ayat {1) dapat dilakukan oleh:
A. perseorangan;
b. kcluarga;
¢. kelompolg _
d. organisasi keagamaan;
. organisasi sosial kemasyarakatan;
f. lembaga swadaya masyarakat; -
g. organisasi profesi;
h. badan usaha; dan



Pasal 60

Bentuk peran serta masyarakat sebagaiﬁ:léna dimaksud
dalam Pasal 59 meliputi:

i,

b.

melaksanakan penyelenggaraan Kesgjahteraan
berbasis masyarakat;

memiasilitasi atau membuka akses peran serta
Penyandang  Disabilitas dalam proses interaksi
sosial dan kultural di masyarakat;

memberi akses bagi Penyandang Disabilitas untuk
bekerja di scktor formal dan usaha ekonomi
produktif masyarakat; '

melakukan sosialisasi dan peningkatan
pemahaman mengenai penyelenggaraan
Kesejahteranan Penyandang Disabilitas kepada
masyarakat;

menyediakan sarana dan prasarana di lingkungan
masyarakat yang mudah diakses dan ramah bagi
Penyandang Disabilitas;

memberikan dukungan dana dan jasa dalam
penyelenggaraan  Kesejahteraaan  Penyandang
Disabilitas;

menyelenggarakan pelatihan dan konscling untuk
membentuk karakter Penyandang Disabilitas,
keluarga, dan masyarakat di lingkungan
Penyandang Disabilitas; dan/atau :
melakukan pemantauan atas  penyelenggaraan
Kescjahteraaan Penyandang Disabilitas,

BAB VIII
PEMEINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

Bupati bertanggung jawab melaksanakan pembinaan
dan pengawasan dalam penyelenggaraan Kesgjahterasn
Penyandang Ihsabilitas sesuai dengan kewenangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 62

Pendanaan penyelenggaraan Kescjahteraan Penyandang
Disabilitas berasal dari:

a
b,
C.

Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
sumber pendanaan lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati scbagai pelaksaﬁaan' Peraturan
Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6
{enam] bulan sejak drundangkannya Peraturan Dacrah

mni,

Pasal 64

Peramranﬂacrahmxmulmbeﬂakupadatan
dinndangkan. ea!

Agar setiap orang dapat mengetahmny&
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannys dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pr‘mgse':vu
pada tanggal 1y Jamax 24:121
BUPATI PRING SEWU

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewn
pada tanggal 12 yamarg 2021
SEKRETARIS DAERAH KARBUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAYUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR 45¢
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
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Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
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PENJELASAN
ATAS
RAﬁCANGﬁN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMCR  TAHUN 2021

TENTANG

KESEJAHTERAAN PENYANDANG DISABILITAS

1. UMUM

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak
asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada dirj
manusia bersifat universal, perlu  dilindungi, dihormati, dan
dipertahankan, schingga pelindungan dan hak asasi manusia terhadap
kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas harus diwujudkan.
Komitmen Pemerintah Daerah untuk menghormati, memajukan,
melindungi, dan memenuhi hak Peniyandang Disabilitas diharapkan dapat
meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. .

. Penyelenggaraan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas terscbut
dilakukan melalui Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan
sosial, dan Perlindungan Sosial dengan harus memperhatikan ragam,
kebutuhan, dan derajat kerentanan Penyandang Disabilitas. Pemerintah
Daerah wajib menyclenggarakan Kescjahteraan Sosial bagi Penyandang
Disabilitas, dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada
masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Kesejahteraan
Penyandang Disabilitas. .

Peraturan Daerah ini mengatur mengenal Rchabﬂitési Sosial,
Jaminan Sosial, Pemberdayaan sosial, dan Perlindungan Sosial, peran
serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan.

ii. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Huraf a
Culkup jclas



Pasal 3

Humif b
Cukup jelas

Huruf ¢
Cukup jelas
Huraf d

Masyarakat inklusi adalah kita semua dalam wilayah
. tertentu, yang saling bertanggung jawab  untuk
mﬂngupayakan dan menyediakan kemudahan herupa
bantuan layanan dan sarana agar masing-masing di
antara kita dapat terpenuhi  kebutuhannya,
melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya.

Yang dimaksud dengan "ragam Penyandang Disabilitas” adalah:

a.

Penyandang Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerzk,
antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi,
celebral palsy [CP), akibat stroke, akibat kusta, dan crang kecil;

Penyandang Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi
pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain
Iambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrome;
Penyandang Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, -
emost, dan perilaku, antara lain psikososial dan disabilitas
perkembangan yang br:rpengaruh pada kemampuan interaksi
social; dan

Pcnyandang Disahilitas scnsuﬁk adalah terganggunya salah satu
fungsi dari panca indra, antara lain disabilitas netra, disabilitas
rungu, danfatau dizabilitas wicara,

Yang dimaksud dengan "kebutuhan Penyandang Disabilitas” adalah
kebutuhan Penyandang Disabilitas untuk dapat hidup mandiri,
berpartisipasi sosial secara penuh, untuk mencapai taraf kehidupan
yang berkualitas, adil, sejahtera, lahir dan batin.

Yang dimaksud dengan "kerentanan Penyandang Disabilitas” adalah
situasi yang menempaikan Penyandang Disabilitas dalam kondisi
tertentu sehingga diprioritaskan untuk memperolch pemenuhan hak
Kesejahteraan Sosial. Penyandang Disabilitas yang berada pada
posisi rentan, antara lain:

a.
b.

perempuan dan anak Penyandang Disabililas;

huruhmjgrandanmantanhuruhmxgmnhmyandang
Disabilitas;

Penyandang Disabilitas ganda atau multi disabilitas yang
mempunyai 2 (dua)} atan lebih ragam disabilitas, antara lain
disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

Penyandang Disabilitas terdampak konflik;
Penyandang Disabilitas terdampak bencana;
Penyandang Disabilitas yang mengalami ekskhisi sosial;



g Penyandang Disabilitas yang berdemisili di lokasi dengaﬁ
kondisi geogralis yang sulit diakses;
h. Penyandang Disabilitas dalam masyarakat hukum adat;

i. Penyandang Disabilitas dalarmn masyarakat terdampak
pengelolaan sumber daya alam;

j- Penyandang Disabilitas lanjut usia; dan
k. Penyandang Disabilitas yang mengalami kekerasan berbasis
gender.
Pasal 4
| Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelaa
Pazal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Culkup jelas
Pasal 8
~ Cukup jelas
Pa=sal 9
Hufuf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurufc

Yang dimaksud dengan "kelompok Penyandang Disabilitas™
adalah organisasi atau perkumpulan yang anggotanya terdirf
dari Penyandang Disabilitas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "komunitas Penvandang Disabilitas®
adalah sekumpulan Penyandang Disabilitas yang berada
dalam wilayah tertentu.

Pagal 10
Cukup jclas
Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas,

Ayat (2)
Cukup jelas.



Ayat (3)

Yang dimsksud dengan "dalam kondisi tertentnn” adalah

kondizsi yang membahayakan dan mengancam
- Penyandang Disabilitas ' .

Ayat (4)
 Cukup jelas,

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jeias

Pasal I6

Cukup jclas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pa=al 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

dan/atau orang lain.

Jjiwa



o Pasé135

Pasal 28
Cukup jclas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasat 31
| _ Cukup jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33 _
Cukup jelas
Pasal 34
Cukﬁp jelas

Huruf a . :
Yang dimaksud dengan “peningkatan kemauan dan
kemarmpuan® adalah upaya memumbuhkan dan

mengembangkan  motivasi dan  kesempatan  untuk

mengembangkan potensi diri bagi Penyandang Disabilitas.
Huruf b ' o a

Yang dimaksud dengan "penggalian potcnsi dan sumber daya”

adalah upaya untuk melakukan identifikasi dan penilaian

terhadap kemampuan atau potensi dan sumber-sumber yang

diperlukan untuk pengembangan diri Penyandang Disabilitas.
Hurufe = _ ' -

. Yang dimaksud dengan "penggalian nilai dasar" adalah upaya .
untuk mengidentifikasi, menumbuhkan, dan mengembangkan
nilai-nilai penghormatan, pemajuan, pelindungan  dan
pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Huruf d '
Yang dimaksud dengan "pemberian akses” adalah upaya
untuk memberikan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas

untuk  mewujudkan - kesamaan  kesempatan dalam
mengembangkan kemampuan atau potensi diri.

Huruf e _
Yang dimaksud dengan “pemberian bantuan usaha® adalah
bantnan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada

Penyandang Disabilitas wuntuk dapat menguatkan dan
meningkatkan ketnampuan sosial ekonomi.



Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Hurufa
 Cukup jelas.
Hurufb
Yang dimaksud dengan “sumber daya" antara lain sumber
daya manusia, Aksesibilitas, sarana dan prasarana dan/atau
- pendanaan.
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
" Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43 N
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jclas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47 |
Cukup jelés
Pazsal 48
Cukup jcilas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas



B R R

'Pasal 57

Pasal 52
Ayat (1) |
Yang dimaksud dengan “risiko sosial® adalah kejadian atau
peristiwa yang berpotensi menimbulksn guncangan dan
kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga,
kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampek krisis
sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan -
bencana yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan
semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
Ayat(2) |
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jclas.
Pasal 53
Cukup jelas

' Pasal 54

Cukup jelas
Pasal 55

Cukup jelas
Pasal 56 '

Cukup jelas

Cukup jelas
Pasal 58

Cukup jclas
Pasal 59 .

Cukup jelas
Pasal 60

Cukup jelas
Pasal 61

Cukup jelas
Pasal 62

Cukup jelas
Pasal 63

Cukup jelas
Pasal 64

Culup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR



BAB IX :
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan
Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6
fenam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah

ini.

Pasal 64
Peraturan Daerah ini mulai berfaku pada tan
diandangkan. el

Agar . setiap orang dapat = mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daergh ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Pringsewu,
Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal {11 Jamarg 2021 -
BUPATI PRINGSEWU. '~
dto
SUJADI
Diundangkan di Pringsewu

pada tanggal 12 Jamard 2021
SEKRETARIS DAERAH ZABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAYUD!

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR 156
ggéﬁgn REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU - — -
NSI LAMPUNG NOMOR 13/1126 {Pns J2021

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewnu

[HSAN HENDRAWAN, 5.H
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